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MARIANI, NIM B11108441. Pembagian Gaji Pada Perceraian Pegawai 
Negeri Sipil. Dibimbing oleh Nurfaidah Said, selaku pembimbing I dan  
Achmad, selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami ketentuan 
pembagian gaji setelah perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 yang 
diterapkan pada kasus cerai gugat. 
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar tepatnya pada Pengadilan 
Agama Makassar, Kepolisian Resort Kota Makassar, SD Inpres Bakung II 
Makassar dan PT. Taspen KCU Makassar. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan metode wawancara dengan tetap memperhatikan 
literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 
yang dibahas dalam skripsi ini. 
Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Istri yang menggugat 
cerai suami yang berstatus pegawai negeri sipil tidak berhak mendapat 
bagian gaji apabila penyebab perceraian tidak sesuai dengan Pasal 8 PP 10 
Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 
Pegawai Negeri Sipil, yakni istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami 
berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik 
lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, 
pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah 
meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa 
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, namun yang 
terjadi istri menggugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri yang berupa 
pemukulan, ada yang mendapatkan bagian gaji dan ada yang tidak. Istri yang 
tidak mendapat bagian gaji tersebut karena dalam putusan tidak tertera 
tentang hak bagian gaji dan tidak ada kebijakan dari atasan serta mantan 
suami yang tidak ingin memberikan bagian gaji tersebut. Bahkan peraturan 
pemerintah tersebut tidak menjadi pertimbangan lagi dalam kasus perceraian 
pegawai negeri sipil, kecuali sebagai syarat administratif di Pengadilan 
Agama, karena peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan 
ketentuan agama Islam dan peraruran pemerintah tersebut bukan merupakan 
hukum materil. 2) Untuk memenuhi hak bagian gaji bekas istri dari mantan 
suami yang berstatus pegawai negeri sipil, yang bersangkutan bisa langsung 
ke bendaharawan gaji dengan membawa putusan dari Pengadilan. Putusan 
yang dimaksud menunjukkan bahwa yang bersangkutan berhak mendapat 
bagian gaji bekas istri dari mantan suami yang berstatus pegawai negeri sipil. 
Jika dalam putusan tidak disebutkan, maka yang bersangkutan bisa penuhi 
dengan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan tempat mantan suaminya 
mengabdi, kemudian pimpinan tersebutlah yang kemudian menindaklanjut 
laporan tersebut. Setelah melalui proses tersebut, pimpinan yang menangani 
hal tersebut mengeluarkan kebijakan dan bendaharawan akan membagi gaji 
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A. Latar Belakang 
Tidak dapat dipungkiri realitas masyarakat di Indonesia, masih 
banyak yang buta akan hukum keluarga khususnya bila ada orang yang 
mengalami musibah masalah keluarga seperti perceraian sehingga dapat 
dipastikan bahwa problema hukum keluarga terbesar adalah tentang 
hukum perceraian. Pada kenyataannya di Pengadilan Agama setiap hari 
menerima gugatan perceraian. Padahal Indonesia masih menganut 
budaya ketimuran yang seharusnya mensakralkan arti sebuah 
perkawinan, tapi fakta berkata lain. Semakin tuanya bumi, makin 
meningkat pula perkara perceraian dan makin banyak korban dari akibat 
perceraian itu sendiri, yang tidak lain adalah anak-anak mereka sendiri. 
Rasulullah Saw bersabda: “sesuatu yang halal tetapi paling dibenci 
Allah SWT adalah talaq”. Ini menunjukkan bahwa perceraian tidak bisa 
dihindari, jika ada satu pasangan yang memang tidak ada kecocokan 
masih dipaksakan untuk terus dilanjutkan, akan merugikan semua pihak, 
maka dibolehkan perceraian.1 Perceraian merupakan proses dimana 
sebelumnya pasangan tersebut sudah berusaha untuk mempertahankan 
namun jalan terbaiknya adalah perceraian.  
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Perlu diketahui bahwa proses perceraian di Indonesia hanya dapat 
dilakukan di Pengadilan Agama (khusus untuk yang beragama Islam) atau 
di Pengadilan Negeri (khusus untuk yang non-Islam). Indonesia 
merupakan negara yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, dimana 
pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Namun demikian, 
angka perceraian kerap meningkat di beberapa Pengadilan Agama, salah 
satunya di Pengadilan Agama Makassar. 
Untuk dapat melakukan perceraian, harus cukup alasan bahwa 
suami isteri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri Hal ini 
ditegaskan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo 
pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan yang 
dapat dijadikan dasar oleh suami atau istri untuk mengajukan talak atau 
gugatan perceraian ke pengadilan yaitu salah satu pihak berbuat zina atau 
menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain di luar kemauannya, salah satu pihak mendapat 
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 
perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, salah 
satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, ataukah 
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antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-
tangga. 
Seperti perceraian pada umumnya, perceraian PNS pun harus 
cukup alasan suami istri untuk bercerai. Perceraian PNS lebih 
dikhususkan karena ada peraturan yang khusus mengatur masalah 
pernikahan dan perceraian bagi PNS yakni Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, 
serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 48/SE/1983 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang 
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.  
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dan abdi 
masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam 
tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang tidak 
menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan 
perceraian Pegawai Negeri Sipil dapat dijatuhi hukuman disiplin. 
Ketentuan-ketentuan tersebut juga mencakup bentuk kekerasan dalam 
rumah tangga. Seperti pada akhir-akhir ini sering diberitakan di media 
massa ataupun media elektronik, perceraian tersebut didominasi oleh 
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perceraian karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap 
istrinya yang mengakibatkan renggangnya hubungan pernikahan antara 
suami dan istri. Tidak sedikit menjadi korban adalah para istri, yang 
meminta cerai disebabkan kekerasan yang dideritanya, yang berakibat 
pada berakhirnya perkawinan. 
Sesuai Pasal 8 PP 10/1983 jo PP 45/1990, ditegaskan  bahwa 
apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas 
bagian penghasilan dari bekas suaminya. Ketentuan tersebut tidak 
berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, 
dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir 
maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, 
dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan 
istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang 
sah atau karena hal lain di  luar kemampuannya. Ketentuan tersebut juga 
di dipertegas dalam Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan PP 45/1990 tentang perubahan PP 10/1983  angka Romawi 
II nomor 16 bahwa meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang 
bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan 
apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena alasan-
alasan tersebut di atas. 
Terkait dengan uraian di atas, terdapat kasus perceraian  PNS 
dengan putusan Nomor 134./Pdt.G/2011/PA Mks, yakni istri menggugat 
cerai karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta 
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tidak ada kecocokan lagi antara istri dan suami, namun istri tidak 
memperoleh hak bagian gaji dari mantan suami. Hal ini penting mengingat 
dalam setiap perceraian pasti punya akibat terhadap kedua belah pihak 
terutama pihak istri yang sebelum adanya putusan perceraian masih 
dalam tanggungan suami kemudian setelah terjadi perceraian, mantan istri 
tidak lagi menjadi tanggungan suami.  Selain putusan tersebut juga 
terdapat beberapa kasus perceraian yang tergugat (suami)  merupakan 
pegawai negeri sipil (Polri) dengan alasan istri menggugat cerai rata-rata 
karena kekerasan dalam rumah tangga. Seperti pada putusan nomor 
4/Pdt.G/2012/PA Mks yang mengemukakan dalil-dalil yang salah satunya 
yakni  
“Bahwa sejak bulan September 1992 rumah tangga antara 
Penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi 
keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 
yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut: 
a. Tergugat sering marah-marah atau emosi terhadap Penggugat 
walaupun persoalan sepele bahkan Tergugat pernah memukul 
kepala Penggugat;”2 
 
Dengan alasan tersebut, istri menggugat cerai suami yang 
berstatus pegawai negeri sipil menjadi dasar yang kuat untuk 
mendapatkan hak bagian gaji namun kenyataannya tetap tidak 
mendapatkan hak bagian gaji dari mantan suaminya. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis mengangkat 
permasalahan Pembagian Gaji Pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil. 
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B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengapa jika istri yang menggugat cerai, tidak mendapatkan 
bagian gaji dari suami yang pegawai negeri sipil? 
2. Bagaimana cara pemenuhan hak istri yang menggugat cerai pada 
suami yang pegawai negeri sipil? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui mengapa jika istri yang menggugat cerai, 
tidak mendapat bagian gaji dari suami yang pegawai negeri sipil. 
b. Untuk mengetahui cara-cara pemenuhan hak istri yang 
menggugat cerai pada suami yang pegawai negeri sipil. 
2. Kegunaan Penelitian  
Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada 
manfaat yang dapat diambil bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat 
pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk , 
yaitu :  
a. Kegunaan teoritis  
1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum perkawinan pada 
khususnya. 
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2) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan 
masukan khususnya kepada peneliti dalam ilmu pengetahuan 
yang berkaitan dengan Hukum perkawinan dan umumnya 
bidang Hukum Perdata.  
b. Kegunaan Praktis  
Dengan adanya penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat 
dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan menjadi masukan dalam 
menangani masalah-masalah yang terkait pembagian gaji kepada mantan 
istri pegawai negeri sipil kepada masyarakat pada umumnya dan semua 











A. Hukum Perkawinan 
Keluarga sebagai unit terkecil dari suatu lingkungan masyarakat 
memainkan peranan penting dalam membentuk kehidupan masyarakat 
dan negara. Suatu keluarga harus dibangun atas dasar yang kokoh agar 
dapat menciptakan masyarakat yang kokoh pula.  
1. Pengertian, Dasar Hukum serta Asas-asas Perkawinan 
 Pengertian nikah secara bahasa berarti perjanjian antara laki-laki 
dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi). Menurut Abdul Azis 
Dahlan, nikah dinyatakan sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan 
naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana 
untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan 
eksistensi manusia diatas bumi3. Dijelaskan pula oleh Martiman 
Prodjohamidjojo bahwa dalam hukum Islam, nikah adalah akad yang 
mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafazd atau terjemahan 
dari kata-kata tersebut. Dengan maksud pengertiannya ialah apabila 
seorang lelaki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk  suatu 
rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih 
dahulu. Dimana akad nikah  tersebut tersusun daripada sighot (susunan 
                                                             
3
  Abdul Azis Dahlan, 1996, Ensiklopedi Hukum Islam,, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta 
hal. 1329.  
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kata) yang berisi ijab, yakni penyerahan dari pihak pertama dan qobul, 
yakni penerimaan dari pihak kedua atas pertalian nikah yang dimaksud.4 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 1 pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Pasal 2 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Selain 
pengertian di atas, Scholten menyatakan definisi perkawinan adalah suatu 
hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup 
bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara sedangkan menurut Ter 
Haar, Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa yang menyebabkan 
terus berlangsungnya golongan dengan tertib dan merupakan suatu 
syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan 
golongan tersebut.5 
Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang definisi 
perkawinan yang berasal dari para ahli hukum islam, akan tetapi definisi-
definisi tersebut mengandung esensi yang sama meski redaksi yang 
berbeda. Definisi tersebut antara lain:6 
                                                             
4
  Martiman Prodjohamidjojo, 2011,  Hukum Perkawinan Indonesia,: Indonesia Legal 
Center Publishing, Jakarta, hal.8 
5
  R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1973, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni Bandung, 
Surabaya, hal.31-32. 
6
  Abdul Azis Dahlan, Loc.cit.. 
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a. Menurut ulama Mazhab Syafi’i, nikah adalah akad yang 
mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri 
dengan lafal nikah atau semakna dengan itu. 
b. Menurut ulama Mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang 
memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara 
seorang lelaki dengan seorang wanita selama tidak ada 
halangan syarak. 
c. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian suci 
membentuk keluarga antara seorang lak-laki dengan seorang 
perempuan. Selain itu, Sajuti Thalib juga berpendapat bahwa 
perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yang 
pertama, segi agama merupakan suatu segi yang sangat 
penting bahwa perkawinan sebagai suatu lembaga suci; kedua, 
segi sosial bahwa orang yang berkeluarga berkedudukan lebih 
dihargai; dan yang ketiga, segi hukum, yaitu perkawinan 
merupakan suatu perjanjian yang kuat (mitsaaqon gholiidhaan). 
Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua insan yakni laki-laki 
dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas 
nama Tuhan, dimana kedua mempelai berniat membangun rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam membentuk keluarga,  
perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara, sehingga 
perkawinan dinyatakan sah jika menurut hukum Tuhan dan hukum 
Negara. Perkawinan bukan semata-mata menghalalkan hubungan suami-
istri, perkawinan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul 
oleh suami dan istri. 
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 Sebagaimana Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara 
berpasang-pasangan, layaknya pada atom tak dapat dikatakan sempurna 
ketika tidak memiliki electron dan proton. Begitu pula adanya dengan 
pernikahan yang tanpa bersatunya pria dan wanita takkan sempurna 
pernikahan tersebut. Dimana menurut Arief Hikmah bahwa pernikahan 
adalah penyatuan jiwa, pikiran, perasaan, dan jasmani antara pria dan 
wanita.7 
 Undang-undang Perkawinan menekankan asas monogami, seperti 
yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) bahwa pada asasnya dalam suatu 
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang 
istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas Poligami pada Pasal 3 
Ayat (2) yang memberikan pilihan bagi seorang suami untuk melakukan 
poligami yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami 
untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan.  
 Asas monogami juga dijelaskan dalam Pasal 27 KUHPerdata yang 
menegaskan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh 
terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang 
perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”. Selain asas tersebut 
disebutkan pula beberapa asas dalam perkawinan yakni:8 
                                                             
7
  http://ariefhikmah.com/keluarga/perkawinan/ 
8
  Salim,HS, 2008,Pengantar Hukum Tertulis(BW), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 57 
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1. Asas konsensual dalam Pasal 28 KUHPerdata yang 
menyatakan bahwa asas perkawinan menghendaki adanya 
persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri. 
2.  Asas persatuan bulat dalam Pasal 119 KUHPerdata 
menyatakan bahwa sejak dilangsungnya  perkawinan, maka 
menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara 
suami–istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-
ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu, 
selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah 
dengan suatu persetujuan antara suami-istri.  
3. Asas tidak dapat dibagi-bagi  dalam Pasal 331 KUHPerdata 
bahwa perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang 
sama, harus dipandang sebagai satu perwalian, sejauh anak itu 
mempunyai seorang wali yang sama. 
4. Asas proporsional yang ditegaskan dalam pasal 31 UUP Nomor 
1 tahun 1974 yaitu Hak dan kedudukan suami istri dalam 
kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. 
 Adapun asas-asas hukum perkawinan nasional menurut Rahmadi 
Usman, yang telah ditekankan dalam Undang-Undang Perkawinan  
mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan 
zaman, meliputi :9 
                                                             
9
  Rachmadi Usman, 2006, Aspek-aspek Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia, 
sinar grafika, jakarta, hal.264-267 
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1. Asas Perkawinan Kekal 
Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur 
hidup. hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk 
keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal 
ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 UU Perkawinan. 
2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan 
Agamanya 
Perkawian hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, 
perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu 
dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama 
yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan 
keseimbangan (kafa’ah) agama sebagai dasar untuk melakukan 
perkawinan. Kedua calon mempelai harus yang seagama atau 
seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu 
menentukan lain. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 Ayat 
(1) UU Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
3. Asas Perkawinan Terdaftar 
Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap 
mempunyai kekuatan hukum bilamana yang dicatat tidak 
mempunyai kekuatan hukum menurut peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 
Ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
4. Asas Perkawinan Monogami 
Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami bahwa 
pada dasanya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya 
boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. 
Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri 
dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini 
ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan yang 
menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan 
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang 
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 
Berdasarkan ketentuan dalam ayat 3 Surah An-Nisaa’, maka 
hukum Islam yang membolehkan poligami, ternyata menganut 
asas monogami pula. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat terakhir 
dari ayat 3 Surah An-Nisaa’ tersebut, yang menyatakan:  
                                
                                
 
“...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja,... yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.  
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Dari ayat ini jelas, bahwa Allah SWT menganjurkan seorang 
pria untuk beristri hanya seorang saja, karena apabila beristri 
lebih dari seorang dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil. 
5. Poligami Sebagai Pengecualian 
Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai 
pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan 
agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun 
demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, 
meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 
hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan 
tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan 
dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 serta 5 UU Perkawinan. 
Berdasarkan ayat 3 Surah An-Nisaa’ sebagaimana disebutkan 
sebelumnya, pada prinsipnya Allah SWT menghendaki 
perkawinan monogami, suatu anjuran untuk beristri seorang 
saja, mengingat seorang suami yang beristri lebih dari seorang 
dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil. 
Secara ringkas perkawinan poligami sesungguhnya tidak 
dianjurkan oleh Allah SWT, akan tetapi hanya dibolehkan 
apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut adalah 
timbulnya keperluan yang sangat dan diyakini atau disangka 
dapat berlaku adil. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, 
hukum perkawinan poligami adalah haram menurut Mura P. 
Hutagalung. 
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6. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri 
UU Perkawinan melalui Pasal 3 Ayat (1) tidak membolehkan 
adanya pekawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya 
memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hal ini 
sejalan dengan ketentuan ayat 24 dari Surah An-Nisaa’  yang 
menegaskan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang 
bersuami, dengan kata lain bahwa seorang wanita diharamkan 
mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang 
bersamaan. 
Menurut Soemiyati bahwa hikmah utama perkawinan poliandri 
dilarang, untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai 
bercampur aduk dan kepastian hukum seorang anak, karena 
anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun 
masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa 
hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian 
hukum. Dalam hukum waris Islam, seorang anak yang masih 
ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan 
hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya 
meninggal dunia biarpun dia masih janin dalam kandungan. 
7. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan 
Berkehendak 
Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, 
setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua 
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belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai 
wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, 
oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada 
kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk 
saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, 
tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan 
yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang 
melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan 
membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 
Ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan 
harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
8. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri 
Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga 
maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan 
perbuatan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala 
rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah 
tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirunding 
secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut 
dijabarkan dalam pasal 31 UU Perkawinan. 
9. Asas Mempersukar Perceraian 
Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga 
yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka UU Perkawinan 
menganut prinsip menganut prinsip mempersukar terjadinya 
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perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-
alasan tertentu dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan 
setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam 
pasal 39 UU Perkawinan. 
Segala sesuatu yang akan dilakukan seseorang pasti memiliki 
tujuan. Seperti halnya dengan perkawinan, setiap orang yang akan 
melakukan perkawinan juga memiliki tujuan. Dalam hukum islam, tujuan 
perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan 
yang tentram lahir batin dan saling mencintai dalam satu rumah tangga 
yang bahagia sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, Ar-Rum ayat 
21.  
                              
                
 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 10 
 
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa 
perkawinan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan rahmah. Sedangkan dalam UU Perkawinan, dinyatakan 
bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. 
                                                             
10
  Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 
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 Berdasarkan tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan, adalah 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, Salim mengartikan perkawinan 
yakni berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat 
dan merupakan jalan terakhir, suami istri membantu untuk 
mengembangkan diri. Menurutnya, suatu keluarga dikatakan bahagia 
apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan 
rohaniah11. 
2. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan rukun 
perkawinan, dimana untuk melaksanakan perkawinan harus ada yaitu:  
a. Calon suami; 
b. Calon istri; 
c. Wali nikah; 
d. Dua orang saksi; dan 
e. Ijab kabul. 
Ada dua macam syarat perkawinan menurut Abdulkadir 
Muhammad, yaitu syarat materiil dan formiil. Syarat materil adalah syarat 
yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsung 
perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif”. Adapun syarat-syarat 
formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan 
menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat 
objektif”.12 
                                                             
11
  Salim HS, op.cit, hal.62 
12
  Rachmadi Usman, Op.cit, hal.271 
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Syarat Materiil yaitu syarat-syarat yang berlaku umum dan mutlak 
adanya, ada 5 macam syarat meliputi : 
1. Kedua belah pihak harus tidak terikat dalam suatu perkawinan 
2. Adanya Kesepakatan 
3. Telah mencapai umur minimum yg ditentukan oleh Undang-
undang yaitu calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan 
calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun 
4. Lewat masa iddah bg wanita yg bercerai 
5. izin pihak ketiga dalam hal tertentu 
Syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam 
pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, syarat-
syarat perkawinan meliputi : 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat 
izin dari kedua orang tuanya. 
3. Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia atau tidak 
mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari orang tua 
yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang 
memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 
selama garis keturunan lurus kebawah. 
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5. Jika terdapat perbedaan pendapat antara mereka atau jika 
seorang atau lebih tidak menyatakan kehendaknya, izin 
diperoleh dari pengadilan. 
6. Hal-hal tersebut dalam rangka poin 1 sampai 5 ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam melaksanakan 
perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu : 
1. Calon mempelai 
Berdasarkan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk 
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, 
yaitu calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri 
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai 
yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari 
Kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup atau dari 
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau wali, 
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama 
mereka masih hidup, dan atau pengadilan dalam daerah hukum 
tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan 
atas permintaan orang tersebut. 
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2. Wali nikah 
Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai wanita. Wali nikah bertindak untuk menikahkan calon 
mempelai wanita. Wali nikah bertindak untuk menikahkan calon 
mempelai wanita. (Pasal 19 KHI) 
3. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan 
Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang 
disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 27 KHI) 
4. Dua orang saksi 
Saksi merupakan rukun dalam melaksanakan akad nikah. 
Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 
24 KHI). Yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah 
seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu dan tidak 
tuna rungu atau tuli. 
3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri 
Dalam ajaran Islam kedudukan suami istri telah digariskan dengan 
jelas dalam suatu Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori, bahwa Suami 
adalah pemimpin keluarga dan ia bertanggung jawab atas 
kepemimpinannya, dan Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan 
ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Oleh karenanya baik suami 
maupun istri harus berusaha sebaik mungkin memelihara keutuhan rumah 
tangganya dan wajib mencegah terjadinya hal-hal yang dapat 
melemahkan atau membahayakan keutuhan rumah tangga mereka.13 
                                                             
13
  Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, Hukum Perdata Islam, Mandar Maju, 
Surabaya, hal.29  
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 Dalam Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami 
istri yaitu: 
(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang 
menjadi sendi dari susunan masyarakat. 
(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, 
setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 
(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 
(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 
(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing 
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 
(6) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
(7) Rumah kediaman yang dimaksud, ditentukan oleh suami istri 
bersama. 
Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan 
meliputi : 
1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 
(Pasal 30)  
2. (1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
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hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak 
untuk melakukan perbuatan hukum; (3) Suami adalah kepala 
keluarga dai istri ibu rumah tangga. (Pasal 31)  
3. (1) Suami istri Harus mempunyai tempat kediaman tetap; (2) 
Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
ditentukan oleh suami istri bersama; (Pasal 32) 
4. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 
dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. 
(Pasal 33) 
5.  (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga 
sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya 
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. 
(Pasal 34) 
 
B. Perceraian  
Perceraian tak dapat dipisahkan dari pernikahan. Dimana 
perceraian merupakan bagian dari pernikahan. Karena tanpa pernikahan 
perceraian tak akan pernah terjadi. Perceraian sama halnya dengan 
mengakhiri, sebab tak ada akhir jika tak pernah ada awal dan pernikahan 
merupakan awal dalam  membangun kehidupan bersama antara seorang 
pria dan seorang wanita. 
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1. Pengertian  dan Dasar Hukum Perceraian 
 Menurut HA. Fuad Said, yang dimaksud dengan perceraian adalah 
putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat 
kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri 
atau suami atau setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan 
melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perceraian ialah suatu keadaan di 
mana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi 
ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan 
melalui suatu putusan pengadilan.14 
 Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua 
pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa 
meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan 
tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang 
diperoleh selama pernikahan, dan bagaimana mereka menerima biaya 
dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki 
hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta 
maju ke pengadilan. 15 
 Menurut Rachmadi Usman, Hukum perkawinan Islam menganggap 
perceraian sebagai “pintu darurat” dan ini dapat dilakukan setelah proses 
tertentu. Karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum 
belaka, tetapi juga berkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan. 
                                                             
14
  http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ALASAN%20PERCERAIAN%20 MENURUT% 
20HUKUM%20ISLAM.pdf  
15
   http://syafiudin76.wordpress.com/2012/03/15/perceraian-dalam-islam/  
26 
Perkawinan hanya akan terwujud bila sebelum adanya kesepakatan 
kedua belah pihak dan dilakukan secara baik. Demikian perceraian juga 
harus dilakukan secara baik.16 
 Dasar hukum Perceraian, diatur dalam Pasal 38–41 Undang-
undang Perkawinan sebagai berikut : 
Pasal 38 
 Perkawinan dapat putus karena : 
a. Kematian 
b. Perceraian 
c. Atas putusan pengadilan. 
 
Pasal 39 
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan 
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 
istri. 




(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan 
(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini 
diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 
 
Pasal 41 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 
anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak, pengadilan memberi keputusannya. 
b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam 
kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan 
dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. 
                                                             
16
  Rachmadi Usman, Op.cit, hal.267 
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas istri. 
 
2. Jenis-jenis Perceraian 
Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan 
hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya 
perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:17 
1. Talak 
2. Berdasarkan gugatan perceraian 
 Talak ialah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi 
salah satu sebab putusnya perkawinan. Gugatan perceraian adalah 
perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu 
pihak, khususnya istri ke pengadilan.18 
 Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis talak atau perceraian 
dibedakan atas:19 
a. Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya 
kembali, maka jenis-jenis talak meliputi: 
1. Talak raj’i, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami 
berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus 
melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak 
kesatu atau talak kedua. 
                                                             
17
  Salim HS, op.cit. hal. 77 
18
  Ibid. hal.77 
19
  Rachmadi Usman, Op.cit, hal.401 
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2. Talak ba’in, terdiri atas: 
1) Talak ba’in shughraa (kecil), yakni talak yang tidak boleh 
dirujuk, tetapi boleh akad nikah dengan bekas suaminya 
meskipun dalam masa iddah, seperti talak yang terjadi 
sebelum adanya hubungan seksual (qabla al dhukul), talak 
dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh 
Pengadilan Agama. 
2) Talak ba’in kubraa (besar), yakni talak yang tidak dapat 
dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak 
yang terjadi tiga kalinya dan talak sebab li’an. 
b. Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis 
talak itu meliputi: 
1. Talak sunni (halal), yakni talak yang diperbolehkan yang 
dijatuhkan pada waktu istri yang sedang suci dan tidak 
dicampuri dalam waktu suci tersebut; 
2. Talak bid’i (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan 
pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan 
suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. 
Adapun talak menurut Amir Syarifuddin juga dapat ditinjau dari segi 
ucapan yang digunakan terbagi dua macam, yaitu:20 
1. Talak Tanjiz, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan 
menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan waktu. Talak 
                                                             
20
  Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Kencana Prenada 
Media Group Jakarta, hal. 225. 
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ini terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak 
tersebut. 
2. Talak ta’liq, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan 
mengucapkan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan 
kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Seperti ucapan suami: 
“Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya ceraikan”. 
Talak tersebut akan terlaksana secara efektif setelah syarat 
yang digantungkan terjadi.  
3.  Alasan-alasan Perceraian 
Untuk dapat melakukan perceraian, harus cukup alasan bahwa 
suami isteri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri hal ini 
ditegaskan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 19 PP 
Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Pasal 116 
Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh 
suami atau istri untuk mengajukan talak atau gugatan perceraian ke 
pengadilan yaitu: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang 
sah atau karena hal lain di luar kemauannya; 
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c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami/isteri; 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah-tangga. 
4. Akibat Perceraian  
 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dan 157 tentang Akibat 
Perceraian, menyebutkan: 
(a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah 
dari ibunya yang telah meninggal dunia, maka kedudukannya 
digantikan oleh : 
1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu; 
2) Ayah; 
3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari Ayah; 
4) Saudara perempuan yang bersangkutan; 
5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
Ibu; 
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6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
Bapak; 
(b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk 
mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. 
(c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 
keselamatan jasmani dan rohani anak’ meskipun biaya nafkah 
dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat 
yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan 
hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak 
hadhanah pula; 
(d) Semua biaya hadhanah dan nafkah untuk menjadi tanggungan 
ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai 
anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri-sendiri (21 
tahun); 
(e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah 
anak, Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan 
huruf (a), (b), (c), dan (d); 
(f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan 
ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan 
pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. 
(g) Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana 
tersebut dalam pasal 96 dan 97. 
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C. Pegawai Negeri Sipil 
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil  
Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
”Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan 
sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi 
Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau 
negara.21 
Hoge Raad (HR) merumuskan pengertian Pegawai Negeri yakni 
seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum, 
yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas atau ala-alat 
perlengkapan. Berdasarkan pengertian tersebut Mr. J.E. Johnkers, 
menyimpulkan bahwa yang dianggap Pegawai Negeri harus memiliki 
unsur-unsur sebagai berikut:22 
1. Pengangkatan oleh penguasa umum 
2. Dalam suatu jabatan umum 
3. Melakukan sebagian dari tugas-tugas atau alat-alat 
perlengkapannya. 
A.W. Widjaja berpendapat bahwa Pegawai merupakan tenaga kerja 
manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang 
senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal 
pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 
                                                             
21
 Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat. 2010, Hukum Kepegawaian Di 
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, cet. 2, hal.31 
22
  Ahmad Ghufron, 1991, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 
cet.1, hal.12 
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Selanjutnya A.W. Widjaja mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-
orang yang bekerja dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga 
pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.”23  
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan 
modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah 
maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal 
pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi 
dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin 
dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. 
Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam 
melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah 
maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa 
atas pekerjaan yang telah dikerjakan.  
Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan bahwa, 
“Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan 
mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau 
badan swasta.” Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai 
sebagai pekerja atau worker adalah, “Mereka yang secara langsung 
digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang 
akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya 
yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan.”24 
                                                             
23
  A.W. Widjaja, 2006, Adminitrasi Kepegawaian, Rajawali, Jakarta, hal.15 
24
  Musanef, 1984, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hal.4 
dan 5. 
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Ada dua pengertian pegawai negeri menurut UU Pokok 
Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU Nomor 8 
Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu: 
1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, 
dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan 
kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah, 
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.  
2. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas 
negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan 
perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang 
bekerja di Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS 
Daerah terdiri atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah 
Kabupaten/Kota. Baik PNS Pusat maupun PNS Daerah dapat 
diperbantukan di luar instansi induknya. Jika demikian, gajinya 
dibebankan pada instansi yang menerima pembantuan.  
 Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia 
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 
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tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 
Tentang Perubahan Atas UU Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan 
Pegawai Negeri terdiri dari: 1) Pegawai Negeri Sipil; 2) Anggota Tentara 
Nasional Indonesia; 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Adapun Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:  
1. Pegawai negeri sipil pusat  
Pegawai Negeri sipil yang dimaksud yakni meliputi : 
a. Yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah 
non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi 
negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan 
pengadilan. 
b. Yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya 
perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain. 
c. Yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  
d. Yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan 
dan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain 
seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya. 
e. Yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya 
hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-
lain.  
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2. Pegawai Negeri Sipil Daerah  
Yakni Pegawai Negeri yang diangkat dan bekerja pada 
Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  
3. Pegawai Negeri sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah  
Masih dimungkinkan adanya pegawai negeri sipil lainnya yang 
akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-
kepala kelurahan dan pegawai negeri di kantor sesuai dengan 
UU Pokok Kepegawaian.  
2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil  
 Pegawai negeri sebagai  unsur aparatur negara, abdi negara dan 
abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada 
Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan. Sehubungan dengan kedudukan 
Pegawai Negeri maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang 
harus dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban juga diberikan 
apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai 
negeri. 
 Pada Pasal 4 UU Pokok Kepegawaian, menegaskan Pegawai 
negeri sebagai  unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat 
yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 
1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan 
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dan pembangunan. Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri 
maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan 
dan sudah tentu di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa 
saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri. 
 Pada Pasal 4 UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas 
UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Adapun 
hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil yaitu: 
a. H a k 
1. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak 
sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. (Pasal 7) 
2. Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti. (Pasal 8) 
3. Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan 
dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak 
memperoleh perawatan. (Pasal 9 Ayat 1)  
4. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat 
rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang 
mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan 
apapun juga, berhak memperoleh tunjangan. (Pasal 9 Ayat 2) 
5. Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak 
memperoleh uang duka. (Pasal 9 Ayat 3) 
6. Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang 




1. Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada 
Pancasila UUD 1945, Negara dan Pemerintah. (Pasal 4) 
2. Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas 
kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh 
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. (Pasal 5) 
3. Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. 
(Pasal 6 Ayat 1) 
4. Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan 
kepada dan atas perintah pajabat yang berwajib atas kuasa 
Undang-undang. (Pasal 6 Ayat 2) 
3. Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil 
Sebagaimana pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena tujuan perkawinan 
adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian 
sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal 
yang sangat terpaksa. 
Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan 
tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. 
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat 
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harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, 
tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang tidak menaati atau 
melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai 
Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin. 
Mengenai  perkawinan dan perceraian seorang PNS telah diatur 
dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian Bagi PNS, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas 
PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi 
PNS, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Adapun intinya PP No. 10/1983 Jo 
PP No.45/1990 Dan SE Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 yaitu: 
1. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada pejabat selambat-
lambatnya 1 tahun setelah perkawinan berlangsung, demikian 
juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang 
melangsungkan perkawinan lagi. Maksud harus adanya 
pemberitahuan perkawinan adalah berkaitan dengan masalah 
gaji dan dibuatkan kartu suami dan kartu isteri; 
2. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin 
lebih dahulu dari Pejabat dan diajukan secara tertulis serta 
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dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan 
izin perceraian. Alasan-alasan untuk melakukan perceraian 
(Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983)  : 
a. Salah satu pihak berbuat zinah; 
b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi 
yang sukar disembuhkan; 
c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 
yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/ 
kemauannya; 
d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus 
setelah perkawinan berlangsung; 
e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain. 
Selain alasan-alasan perceraian tersebut di atas, khusus 
bagi Pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI yang 
hendak bercerai, sebenarnya harus mendapat izin dari Pejabat yang 
berwenang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri 
Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan 
Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan. 
Kewenangan pemberian izin perceraian bagi Pegawai di lingkungan 
Departemen Pertahanan menurut Pasal 16 Permenhan 23/2008 adalah 
sebagai berikut: 
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(1) Presiden untuk Pejabat Menteri Pertahanan. 
(2)  Menteri Pertahanan untuk Pejabat : 
a. Pejabat Eselon I dan II PNS di lingkungan Departemen 
Pertahanan; dan 
b. PNS Golongan Ruang IV/d sampai dengan IV/e di 
lingkungan 
(3)  Departemen Pertahanan. 
(4) Panglima TNI untuk Pejabat Perwira Tinggi yang bertugas di 
lingkungan Departemen Pertahanan. 
(5) Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Pejabat : 
a. Pejabat Eselon III dan IV PNS di lingkungan Departemen 
Pertahanan; 
b. Prajurit TNI berpangkat Letnan Kolonel dan Mayor yang 
bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan; dan 
c. PNS Golongan Ruang IV/a sampai dengan IV/c di 
lingkungan Departemen Pertahanan. 
(6) Kepala Staf Umum TNI untuk Pejabat Perwira menengah 
berpangkat Kolonel di lingkungan Departemen Pertahanan. 
(7) Ka Satker/Sub Satker Dephan untuk : 
a. PNS Golongan Ruang III/d ke bawah di lingkungan 
Departemen Pertahanan; dan 
b. Prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah yang bertugas di 
lingkungan Departemen Pertahanan. 
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Sedangkan dalam hal istri warga sipil yang ingin mengajukan 
gugatan perceraian, maka gugatan perceraian terhadap 
suami disampaikan langsung ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. 
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) Permenhan 23/2008 dan 
suaminya sebagai anggota TNI wajib menyampaikan kepada Pejabat 
yang berwenang perihal adanya gugatan cerai yang diajukan terhadap 
dirinya, yang ditegaskan juga dalam  Pasal 14 Ayat (2) Permenhan 
23/2008. Selanjutnya, dalam Pasal 14 Ayat (3) Permenhan 23/2008 
dinyatakan bahwa dalam hal Pegawai digugat melalui pengadilan, atasan 
yang berwenang wajib memberikan pembelaan. 
Dengan demikian, istri dapat menggugat cerai suaminya yang 
berstatus anggota TNI melalui Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri 
dengan berdasarkan pada alasan-alasan perceraian yang telah 
disebutkan diatas. Namun, perceraian sebaiknya menjadi upaya terakhir 
karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 
D. Gaji 
Gaji merupakan bayaran dari apa yang telah dilakukan oleh 
seseorang terhadap seseorang yang lain dalam suatu lingkungan kerja. 
Gaji merupakan hak dari pekerja ketika telah melakukan kewajibannya 
dalam menyelesaikan pekerjaannya untuk atasannya. Sebaliknya, gaji 
merupakan kewajiban seorang atasan terhadap pekerjanya ketika 
pekerjaannya telah dilaksanakan. 
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1. Pengertian Gaji 
Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang 
diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil 
kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, keduanya merupakan 
suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara 
teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. 
Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan 
jangka waktu penerimaannya. Seseorang menerima gaji apabila ikatan 
kerjanya kuat, sedang seseorang menerima upah apabila ikatannya 
kerjanya kurang kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada 
umumnya diberikan pada setiap akhir bulan, sedang upah diberikan pada 
setiap hari ataupun setiap minggu. Dalam hal ini, pengertian gaji untuk 
seterusnya disebut sebagai gaji pokok.25 
2. Gaji Pegawai Negeri Sipil 
Dalam lingkup pegawai negeri, gaji memiliki definisi sendiri, yakni 
pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai 
pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang 
sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 7 Undang-undang Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa: 
1) Setiap pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak 
sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; 2) Gaji yang 





diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan 
menjamin kesejahteraannya; 3) gaji yang dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan pasal 
tersebut dinyatakan, yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak 
adalah bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil harus mampu memenuhi 
kebutuhan hidup keluarganya, sehingga pegawai negeri yang 
bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaga hanya 
untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan padanya. Selanjutnya, 
dijelaskan pengaturan gaji  pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta. 
Selain itu, dijelaskan pula bahwa gaji yang layak dimaksudkan untuk 
menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong 
produktivitas dan kreativitas pegawai negeri.26 
Gaji pegawai negeri sipil juga dijelaskan dalam Surat Edaran No. 
08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil 
bahwa gaji adalah penghasilan pegawai negeri sipil yang terdiri dari: 1) 
Gaji pokok; 2) Tunjangan keluarga; 3) Tunjangan Jabatan; 4) Tunjangan 
perbaikan; 5) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran 
wajib.  
Terkait gaji pegawai negeri sipil dalam hal perceraian telah diatur 
tentang dijatuhkannya hukuman disiplin berupa pemotongan gaji. 
Mengenai pemotongan gaji tersebut, suami yang berstatus Pegawai 
                                                             
26
 Faisal Abdullah, 2012, Hukum Kepegawaian Indonesia, Pusat Kajian Politik, 
Demokrasi dan Perubahan Sosial (PuKAP), Yogyakarta, hal.91 
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Negeri Sipil bila menceraikan istrinya yang juga PNS diatur dalam PP 
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 45 Tahun 
1990. Pasal 8 Ayat (1) PP 10/1983 menyatakan bahwa apabila perceraian 
terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib 
menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-
anaknya. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya 
timbul bila perceraian adalah atas kehendak suami. Kecuali jika 
perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti 
telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun 
batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, 
dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah 
meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan 
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 
Sedangkan Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak 
berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya yang diatur dalam 
Pasal 8 Ayat (5) PP 10/1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Meskipun 
perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas 
bagian gaji untuk mantan istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri 
mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau suami terbukti telah 
berzina dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami 
terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan 
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dan atau suami terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun 
berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 
lain diluar kemampuannya. 
Selanjutnya Pasal 8 Ayat (2) PP 10/1983 jo PP Nomor 45 Tahun 
1990 menyatakan bahwa Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang 
bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak 
atau anak-anaknya, sehingga jika suami yang PNS menggugat cerai 
Istrinya, maka sepertiga dari gaji PNS akan dibagi untuk menghidupi 
mantan istrinya. Selain itu, harus membagi sepertiga gaji untuk 
menghidupi anak dari hasil pernikahan mereka. Sedangkan, mantan 
suami berhak menerima sepertiga dari gaji sebagai PNS, karena 
duapertiga gajinya diberikan kepada mantan istri dan anaknya. 
Selain itu pula, ketentuan Pasal 8 Ayat (7) PP 10/1983 jo PP Nomor 
45 Tahun 1990 menyatakan bahwa apabila mantan isteri Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari 
bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Jadi, 
kewajiban untuk memberikan sepertiga gajinya kepada mantan istri akan 







A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini, maka penulis melaksanakan penelitian di Kota 
Makassar, yaitu pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar, SD Inpres Bakung II Makassar dan PT. 
Taspen KCU Makassar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada 
pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan instansi yang 
berwenang menangani perceraian pada Pegawai Negeri Sipil yang 
beragama Islam dan menangani gaji para Pegawai Negeri Sipil yang 
bekerja di instansi masing-masing. 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa 
melalui media perantara yang berupa opini subjek baik secara 
individual ataupun kelompok yakni dari empat orang Hakim 
Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yakni ibu Hj. Siti Aminah, 
bapak Mahmuddin dan bapak Kamaruddin, bapak Mustamin 
Dahlan, 2 orang dari pihak penggugat yang merupakan mantan 
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istri dari suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dua orang 
polisi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan dan 
Perwira Urusan (Paur) Data keuangan Kepolisian Resort Kota 
Besar makassar, seorang Guru yang menjabat sebagai 
Bendaharawan gaji di SD Inpres Bakung II Makassar dan 
seorang yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sumber Daya 
Manusia di PT. Taspen KCU Makassar sebagai responden 
dengan menggunakan pedoman wawancara. 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari data yang sudah tersaji secara tidak 
langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh 
pihak lain) melalui literatur-literatur, dokumen-dokumen, catatan-
catatan, internet yang berhubungan dengan masalah yang 
penulis angkat dalam penulisan tugas akhir. 
2. Sumber Data 
Data yang diperoleh bersumber dari : 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui 
wawancara dan tanya jawab terhadap objek penelitian yaitu dari 
pihak Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tepatnya pada 
hakim Pengadilan Agama Makassar, pihak yang berperkara, dari 
Kepala Seksi Keuangan dan Paur Data keuangan Kepolisian 
Resort Kota Besar makassar, dari Bendaharawan gaji di SD 
49 
Inpres Bakung II Makassar, dan dari Kepala Seksi Sumber Daya 
Manusia di PT. Taspen KCU Makassar. 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara 
mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mempelajari 
bahan bacaan berupa buku, perundang-undangan, majalah, 
karya tulis, media cetak, ataupun media internet, serta media 
elektronik yang memiliki hubungan dengan penulisan tugas 
akhir.   
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan penelitian lapangan 
dan penelitian literatur, diperoleh teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview) 
Yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui Tanya jawab 
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan 
informasi  yang diperlukan melalui pihak Pengadilan Agama 
Makassar tepatnya pada hakim Pengadilan Agama Makassar dan 
dari pihak yang berperkara, serta dari pihak Kepala Seksi 
Keuangan dan Paur Data keuangan Kepolisian Resor Kota Besar 
makassar, pihak Bendaharawan gaji di SD Inpres Bakung II 
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Makassar, dan pihak Kepala Seksi Sumber Daya Manusia di PT. 
Taspen KCU Makassar. 
2. Teknik Dokumentasi (Archivel Method) 
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan 
dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan bahan-
bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian yaitu berasal dari data primer 
dan data sekunder yang berasal dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 
1A, Kepolisian Resor Kota Besar makassar, Bendaharawan gaji di SD 
Inpres Bakung II Makassar, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia di PT. 
Taspen KCU Makassar, PP N0. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, buku-buku, 
internet, serta literatur lainnya berupa teknik wawancara dan juga teknik 
dokumentasi yang kemudian akan diolah dan akan dianalisis secara 
kualitatif yaitu pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-
dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat 
khusus. Kemudian dari analisis tersebut, selanjutnya dipergunakan untuk 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pembagian Gaji Bagi Istri yang Menggugat Cerai Suami yang 
Pegawai Negeri Sipil. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo 
Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yakni proses perceraian untuk pasangan 
suami istri baik yang salah satunya PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun 
keduanya bekerja sebagai seorang PNS  tidaklah semudah proses 
perceraian untuk pasangan suami istri yang bukan PNS. Hal ini 
disebabkan karena seorang PNS merupakan abdi masyarakat yang terikat 
kerja dengan pemerintah, sehingga seorang PNS harus menjadi panutan 
bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang PNS merupakan hal 
yang sulit untuk dilaksanakan.  
Dipersulitnya proses perceraian bagi PNS ini semata-mata bukan 
hanya karena PNS sebagai panutan saja, tapi ada faktor-faktor lain yang 
menjadi pertimbangan atasan PNS yang bersangkutan sehingga proses 
perceraian bagi PNS tampak lebih sulit. Salah satu akibat yang 
ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji PNS 
ke pihak istri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. 
Tentu saja untuk melakukan pengalihan sebagian gaji tersebut tidaklah 
mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini 
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pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang pejabat apabila 
akan memberi izin untuk bercerai bagi anak buahnya. 
 Melihat begitu berpengaruhnya PNS yakni menjadi panutan bagi 
masyarakat yang pada akhirnya menjadi suri tauladan, tentunya seorang 
PNS harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam 
kehidupan rumah tangga mereka sehingga hal tersebut akan berdampak 
positif bagi masyarakat itu sendiri. Namun, pada kenyataannya di 
Pengadilan Agama Makassar Kelas IA banyak terjadi perceraian PNS. Hal 
tesebut bukannya memberi contoh yang baik malah sebaliknya. Sesuai 
pendapat Rachmadi Usman bahwa hukum perkawinan Islam 
menganggap perceraian sebagai “pintu darurat” dan ini dapat dilakukan 
setelah proses tertentu. Oleh karena perkawinan tidak saja berkaitan 
dengan persoalan hukum belaka, tetapi juga berkaitan dengan refleksi 
moral dan kemanusiaan. 27 
Dari perceraian yang terjadi tersebut di atas, ada beberapa 
perceraian yang merupakan cerai gugat yang diputuskan tanpa izin dari 
atasan tempat pihak PNS  bekerja. Padahal ada Surat Edaran Mahkamah 
Agung No. 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 10 tahun 
1983 yang mengatur tentang petunjuk-petunjuk bagi para Hakim, baik 
hakim Peradilan Umum maupun hakim pada Peradilan Agama bahwa 
untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendapatkan 
izin melakukan perceraian dari atasan PNS yang bersangkutan, sidang di 
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  Rachmadi Usman, Op.cit, hal. 267 
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tunda selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi. 
Namun beberapa putusan yang penulis dapatkan tidak memiliki izin dari 
atasan PNS yang bersangkutan. Hal tersebut tidak dijalankan sesuai surat 
edaran tersebut dan menggambarkan bahwa PNS yang ingin bercerai 
tidaklah sulit untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama. 
Seperti hasil wawancara dengan Mustamin Dahlan, Hakim Madya 
Muda di Pengadilan Agama Makassar yang mengatakan bahwa izin dari 
atasan PNS yang bercerai tidaklah mutlak harus ada karena hal itu 
merupakan anjuran. Dengan dasar bahwa Undang-undang perkawinan 
yang mengatur tentang perceraian lebih tinggi daripada PP 10 tahun 1983 
jo PP 45 tahun 1990. Oleh karena hal tersebut merupakan anjuran 
sehingga izin tersebut jika tidak ada, majelis hakim tetap melanjutkan 
persidangan. Izin tersebut tidak boleh membatasi kewenangan hakim 
dalam mengambil keputusan.28 
Pada hakekatnya PNS sebagai unsur aparatur negara dan abdi 
masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam 
tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. PNS dan pejabat yang tidak menaati atau 
melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS 
dapat dijatuhi hukuman disiplin. Ketentuan-ketentuan tersebut juga 
mencakup tentang pembagian gaji suami PNS yang bercerai. 
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 Wawancara dengan Mustamin Dahlan, salah seorang Hakim Madya Muda di 
Pengadilan Agama Makassar Kelas IA pada tanggal 4 Januari 2013. 
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Pembagian gaji suami yang berstatus PNS bila menceraikan 
istrinya diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh PP 
No. 45 Tahun 1990. Pasal 8 menyatakan bahwa apabila perceraian terjadi 
atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan 
sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Jadi 
kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul bila 
perceraian adalah atas kehendak suami, sedangkan apabila perceraian 
terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan 
dari bekas suaminya kecuali apabila istri minta cerai karena dimadu, dan 
atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami 
menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan 
atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa 
izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya. 
Pada kasus yang terjadi sesuai putusan Pengadilan Agama 
Makassar Nomor 134./Pdt.G/2011/PA Mks, istri menggugat dengan 
alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak 
ada kecocokan lagi antara istri dan suami, namun istri tidak memperoleh 
hak bagian gaji dari mantan suami. Mengingat dalam setiap peristiwa pasti 
ada hubungan sebab akibat, dimana perselisihan dan pertengkaran 
secara terus-menerus serta tidak ada kecocokan lagi antara istri dan 
suami terjadi bukan karena tidak memiliki sebab. Akibat perselisihan dan 
pertengkaran tersebut, mantan suami yang bersangkutan selama 2 (dua) 
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tahun lalai melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah 
kepada istri, keduanya seringkali bertengkar meskipun karena hal sepele 
dan justru melarang istri bertemu dan berkomunikasi dengan anak dan 
bahkan mengancam dengan menyatakan bahwa “kamu (istri) tidak akan 
bertemu dengan anakmu, jika tidak mengurus perceraianmu dengan saya 
(suami)”. 
Dari alasan-alasan tersebut di atas telah ditegaskan bahwa istri 
berhak mendapatkan bagian gaji dari mantan suami sesuai PP 10/1983 jo 
PP 45/1990 jo SE BKN N0. 48 Tahun 1990, yakni meskipun perceraian 
terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji 
untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata istri mengajukan gugatan 
cerai karena suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya. Tapi pada kenyataannya pihak istri dalam putusan 
tersebut tidak mendapatkan hak sebagian gaji dari mantan suaminya. 
Selain putusan tersebut juga terdapat beberapa kasus perceraian 
yang tergugat (suami)  merupakan pegawai negeri sipil (Polri) dengan 
alasan istri menggugat cerai rata-rata karena kekerasan dalam rumah 
tangga. Seperti pada putusan nomor 4/Pdt.G/2012/PA Mks yang 
mengemukakan dalil-dalil yang salah satunya yakni  
“Bahwa sejak bulan September 1992 rumah tangga antara 
Penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi 
keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 
yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut: 
b. Tergugat sering marah-marah atau emosi terhadap Penggugat 
walaupun persoalan sepele bahkan Tergugat pernah memukul 
kepala Penggugat;”29 




Dengan alasan tersebut, istri menggugat cerai suami yang 
berstatus pegawai negeri sipil menjadi dasar yang kuat untuk 
mendapatkan hak bagian gaji sesuai PP 10/1983 jo PP 45/1990 jo SE 
BKN N0. 48 Tahun 1990, yakni meskipun perceraian terjadi atas 
kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas 
istri tetap diberikan apabila ternyata istri mengajukan gugatan cerai karena 
suami  melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun 
batin terhadap istri, namun kenyataannya tetap tidak mendapatkan hak 
bagian gaji dari mantan suaminya. 
Selain dua kasus tersebut masih banyak perceraian pada Pegawai 
Negeri Sipil yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, dan 
perceraian tersebut di dominasi dengan penyebab perceraian karena 
percekcokan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Dari 
percekcokan tersebut ada yang berujung pisah rumah hingga tidak 
memberi nafkah lahir dan batin bahkan sampai pada tindak pemukulan, 
seperti yang terjadi pada putusan nomor 4/Pdt.G/2012/PA Mks dan nomor 
10/Pdt.G/2011/PA Mks yang juga mengemukakan tidak ada lagi 
keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 
salah satu penyebabnya yakni ”b. Tergugat pernah memukul penggugat 
sebanyak dua kali”30 
Meskipun Pasal 8 PP 10/1983 jo PP 45/1990 di atas, tidak 
disebutkan perceraian dengan alasan tidak ada kecocokan lagi yang 
ditegaskan pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 
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tentang Perkawinan jo Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu 
antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-
tangga, sehingga dalam hal pembagian gaji harus di tekankan siapa yang 
menjadi sumber dari perselisihan antara kedua belah pihak yakni suami 
dan istri, namun pertengkaran mustahil terjadi tanpa ada sebab. 
Berbeda dengan alasan yang tersebut di atas, Hj. Sitti Aminah, 
mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama tidak menitikberatkan untuk 
mencari tahu siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran 
secara terus menerus antara kedua belah pihak karena jika ditekankan 
siapa yang menjadi sumber pertengkaran tersebut akan berefek pada 
psikologis anak yang lahir dari pernikahan kedua belah pihak. Cukup 
dengan adanya perceraian saja itu sangat mengganggu psikologis dari 
anak kedua belah pihak yang bercerai.31 
Secara psikologis, apabila antar keluarga telah masuk keranah 
gugatan dan saling gugat menggugat, maka dikhawatirkan hubungan 
keluarga tersebut tidak lagi berjalan harmonis. Inilah yang harus 
diantisipasi oleh para pihak yang ingin bersengketa di pengadilan, supaya 
dapat bijak menanggapi semua permasalahan demi keutuhan keluarga 
tetap terjadi, karena pada prinsipnya setiap anggota keluarga haruslah 
menjaga dirinya dari hal-hal yang mencelakakan diri sendiri maupun 
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 Wawancara dengan Hj. Siti Aminah, salah seorang Hakim Pengadilan Agama 
Makassar Kelas IA pada tanggal 15 Oktober 2012. 
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keluarganya. Dengan berakhirnya hubungan suami istri antar dua belah 
pihak maka keharmonisan rumah tangga sudah tak diragukan lagi telah 
hancur dan konsekuensi dari perceraian itu bukan hanya berefek pada 
kedua belah pihak tapi juga pada anak, buah cinta dari suatu pernikahan. 
Ketika ditekankan siapa yang menjadi sumber dari pertengkaran hingga 
berujung pada perceraian, maka potensi kebencian pada anak terhadap 
orang tuanya lebih besar. 
Seorang hakim dalam memutuskan suatu masalah seharusnya 
melihatnya tidak hanya dari satu aspek, melainkan ada beberapa aspek 
yakni berlakunya PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang 
Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam hal 
pembagian gaji. Dalam hal pembagian gaji harus melihat siapa yang 
menjadi penyebab utama perceraian terjadi agar hak istri dalam 
pembagian gaji dari mantan suami yang pengawai negeri sipil terpenuhi. 
Selain itu meskipun istri dapat menggugat cerai suaminya yang berstatus 
Pegawai Negeri Sipil dengan berdasarkan pada alasan-alasan perceraian 
yang telah disebutkan di atas. Namun, perceraian sebaiknya menjadi 
upaya terakhir karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 
Lebih lanjut Hj. Siti Aminah mengatakan bahwa pihak Pengadilan 
Agama tidak menekankan siapa yang menjadi sumber pertengkaran tapi 
fokus melihat rumah tangga tersebut apakah masih layak dipertahankan 
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ataukah sebaliknya, karena rumah tangga tidak bisa dipaksakan jika salah 
satu pihak tidak bisa mempertahankan. Selain itu Hj. Siti Aminah juga 
mengemukakan pendapat dari H. Bustanul Arifin, Mantan Ketua Muda 
Urusan Peradilan Agama bahwa jika dalam kasus perceraian dengan 
alasan percekcokan sudah cukup menjadi bukti sebuah rumah tangga 
tidak lagi bisa dipertahankan. Adanya cekcok telah memehuhi syarat 
suatu gugatan perceraian dikabulkan.32 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahmuddin, salah seorang 
hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang menangani kasus 
perceraian PNS dalam Putusan Nomor 134./Pdt.G/2011/PA Mks, bahwa 
PP No. 10 thn 1983 jo PP no. 45 thn 1990 dijadikan dasar hukum seorang 
PNS bisa mengajukan gugatan perceraiannya. PP tersebut dijadikan 
syarat adminitrasi bagi seorang yang berstatus sebagai PNS jika ingin 
mengajukan gugatan perceraian terutama di Pengadilan Agama Makassar 
Kelas IA. Adapun syarat-syarat mengajukan gugatan perceraian bagi yang 
Pegawai Negeri Sipil yaitu:33 
1. Foto kopi Kartu tanda Penduduk (KTP) terbaru penggugat 
2. Foto kopi buku Nikah Asli 
3. Buku Nikah Asli 
4. Foto kopi Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi 
materai, juga dilegalisir 
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  Wawancara dengan Hj. Siti Aminah, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas 
IA Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012. 
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  Wawancara dengan Mahmuddin, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Makassar 
Kelas IA pada tanggal 15 Oktober 2012. 
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5. Foto kopi Kartu Keluarga 
6. Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil. 
7. Surat gugatan pengajuan perceraian yang ditujukan kepada 
Ketua Pengadilan Agama  
Lebih lanjut menurut Mahmuddin, mengungkapkan bahwa pada 
prinsipnya jika istri yang berkehendak untuk cerai dengan kata lain istri 
mau melepaskan diri dari suami disebut cerai gugat maka hak-hak gaji istri 
dari mantan suami yang berstatus PNS tidak diperolehnya. Istri hanya 
berhak mendapatkan bagian gaji dari mantan suami yang berstatus PNS 
jika suami yang berkehendak untuk bercerai. Suami yang menggugat 
cerai istri disebut cerai talak. Jika demikian yang terjadi maka, istri berhak 
mendapatkan gaji dari mantan suami kecuali istri digolongkan sebagai istri 
yang nusyuz. Nusyuz yaitu istri durhaka atau membangkang terhadap 
suami.34 
Kamaruddin, yang juga salah seorang Hakim di Pengadilan Agama 
Makassar Kelas IA, menambahkan bahwa jika istri yang berkehendak 
untuk cerai dengan suami yang berstatus PNS maka tidak ada pembagian 
gaji karena diantara kedua belah pihak sudah tidak ada hubungan hukum. 
Hubungan hukum yang sebelumnya ada diantara keduanya yakni sebagai 
suami istri telah berakhir. Hubungan suami istri diantara keduanya telah 
putus sehingga diantara keduanya sudah tidak ada kewajiban maka hak 
pun juga hilang mengikuti kewajiban. Hak itu ada ketika kewajiban telah 
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  Wawancara dengan Mahmuddin, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012. 
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terpenuhi, maka mantan istri tidak berhak lagi mendapat bagian gaji dari 
mantan suami yang berstatus PNS karena sudah tidak ada kewajiban.35 
Lebih lanjut Kamaruddin menambahkan bahwa jika perceraian yang 
terjadi karena kehendak istri, maka istri tidak berhak mendapat bagian gaji 
dari mantan suami yang PNS. Berdasar pada Pasal 8 Ayat (5) PP 10/1983 
jo PP 45/1990 yang menegaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas 
kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas 
suaminya. Selain dari PP tersebut, dengan logika sederhana jika 
hubungan hukum antara kedua belah pihak telah putus, ditambahkan 
dengan istri yang menghendaki hal tersebut terjadi, maka istri tidak pantas 
lagi mendapatkan bagian gaji dari mantan suami yang berstatus PNS. Jika 
istri yang berkehendak bercerai menandakan dia telah nusyuz yakni istri 
telah membangkang karena tidak lagi patuh terhadap suami. Suami 
adalah pemimpin dalam rumah tangga yang seharusnya diikuti dan 
dihormati, kecuali jika suami yang menggugat cerai, maka istri berhak 
mendapat bagian gaji dari mantan suami yang berstatus PNS 
berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) PP 10/1983 jo PP 45/1990 yang 
menegaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai 
Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 
penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. PP tersebut pun berlaku jika 
istri tidak nusyus terhadap suami. Namun hal tersebut tidak dimasukkan 
lagi dalam putusan, melainkan diserahkan sepenuhnya ke instansi tempat 
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  Wawancara dengan Kamaruddin, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012. 
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si PNS bekerja. Apakah hal tersebut dijadikan sebagai sanksi hukum 
terhadap yang bersangkutan, hal tersebut akan ditentukan oleh pihak 
instansi.36 
Lebih lanjut Mahmudin menjelaskan bahwa PP 10/1983 jo PP 
45/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS terkait pembagian 
gaji sudah tidak menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama karena 
pada permasalahan pembagian gaji tidak lagi sesuai dengan zaman 
sekarang, dimana gaji yang di terima oleh PNS berdasarkan golongan dan 
masa kerja seperti pada lampiran tentang daftar gaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan terkadang kurang dari jumlah yang 
seharusnya mereka terima akibat banyaknya kredit pihak suami yang 
PNS. Kecuali jika ada tunjangan-tunjangan lain yang diterima oleh pihak 
suami dan itupun terkadang diterima tidak bersamaan dengan gaji pokok 
kecuali tunjangan keluarga, anak dan jabatan. Untuk itu pihak Pengadilan 
Agama menyerahkan sepenuhnya kepada instansi tempat seorang PNS 
menerima gaji, karena dari instansi tersebutlah yang menjadikan sanksi 
bagi seorang PNS yang melakukan perceraian. PP tersebut dijadikan 
hukum terapan di Instansi tempat pihak PNS bekerja. Oleh karena itu, jika 
ada berkas gugatan yang masuk terkait pembagian gaji maka, pihak 
Pengadilan Agama saat ini akan menolak gugatan yang mengajukan 
pembagian gaji pada perceraian PNS.37 
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Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012. 
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 Wawancara dengan Mahmuddin, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012. 
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Kamaruddin menambahkan lagi bahwa sekitar tahun 1990, Pihak 
Pengadilan pernah menerapkan PP tersebut, dalam mengabulkan 
gugatan dengan membagikan gaji sesuai Pasal 8 Ayat (2) dan (3), yang 
menekankan bahwa Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Ayat 
(1)  ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, 
sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-
anaknya.  Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian 
gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas 
isterinya ialah setengah dari gajinya. Setiap bulannya mantan istri dari 
PNS yang bercerai tersebut ke instansi tempat mantan suaminya bekerja 
untuk mendapatkan bagian gajinya sebanyak sepertiga dari gaji mantan 
suami yang PNS karena keduanya memiliki anak. Kemudian mantan 
suami yang PNS tersebut hanya mendapat sepertiga dengan membiayai 
istri baru dan anak dari hasil pernikahan keduanya. Sedangkan mantan 
istrinya setiap bulannya mendapatkan bagian gaji karena tidak menikah 
sampai meninggal karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (7) PP 
No.10/1983 jo PP No.45/1990 menyatakan bahwa apabila mantan isteri 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas 
bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus, terhitung mulai ia kawin 
lagi. Jadi, kewajiban untuk memberikan sepertiga gajinya kepada mantan 
istri akan hapus jika mantan istri kawin lagi dengan orang lain. Hal 
tersebut tidaklah adil, dimana tanggungan mantan suami yang PNS tidak 
sebanding dengan pendapatannya. Hakim yang menangani kasus 
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tersebut sangat menyesal telah mengabulkan gugatan tentang pembagian 
gaji bagi istri dari mantan suami yang PNS. Hakim yang telah pensiun 
tersebut baru menyadari bahwa Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 
1990 tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Dengan alasan yang sama 
dengan hakim yang lain bahwa hubungan hukum diantara kedua belah 
pihak yang telah bercerai sudah putus. Pembagian gaji dari mantan suami 
yang berstatus pegawai negeri sipil kepada mantan istri yang menggugat 
cerai merupakan sanksi hukum bagi suami yang berstatus pegawai negeri 
sipil.38 
 Hal tersebut juga dibenarkan oleh Mustamin Dahlan yang 
mengungkapkan bahwa kasus tersebut di atas yakni tentang pembagian 
gaji pada mantan istri memang pernah terjadi dan menjadi amar putusan. 
Namun hal tersebut tidak dapat lagi diterapkan, Selain karena diantara 
kedua belah pihak sudah tidak memiliki hubungan hukum PP tersebut 
bertentangan dengan ketentuan agama Islam, yang hanya mewajibkan 
kepada seorang laki-laki untuk memberikan nafkah, kiswah dan maskan 
selama masa iddah kepada mantan istri yang diceraikan. Lagi pula PP 
tersebut adalah aturan administratif bagi Pegawai Negeri Sipil bukan 
merupakan hukum materil.39 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak istri dalam kasus 
perceraian pada Putusan Nomor 134./Pdt.G/2011/PA Mks mengatakan 
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  Wawancara dengan Mahmuddin, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012. 
39
  Wawancara dengan Mustamin Dahlan, Hakim Madya Muda di Pengadilan Agama 
Makassar Kelas IA pada tanggal 4 Januari 2013. 
65 
bahwa yang bersangkutan telah mengajukan gugatan terkait pembagian 
gaji setelah adanya putusan perceraian antara dirinya dengan mantan 
suami yang berstatus PNS tapi ditolak oleh pihak Pengadilan Agama 
dengan alasan bahwa PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 tentang izin 
perkawinan dan perceraian PNS tidak dapat diterapkan di Pengadilan 
Agama kecuali sebagai syarat adminitrasi yakni ada izin tertulis dari 
instansi tempat penggugat bekerja. Dengan demikian yang bersangkutan 
tidak bisa mendapatkan pembagian gaji dari mantan suami karena harus 
ke Instansi tempat mantan suaminya bekerja sedangkan suaminya 
berdomisili di luar provinsi sedangkan dirinya juga bertugas di Sulawesi 
Barat.40 
Selain itu, pihak penggugat yang tidak mendapatkan hak bagian 
gaji dari mantan suami yang PNS yakni pihak istri dengan Putusan nomor 
4/Pdt.G/2012/PA Mks mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak 
mendapatkan bagian gaji dari mantan suami karena menurut pihak 
instansi yang menangani gaji tersebut, tidak mendapatkan perintah dari 
atasan dan mantan suami yang bersangkutan belum mengurus tentang 
masalah perceraiannya di instansi tempat bekerja. Dalam buku daftar gaji 
masih tercatat mantan suami bersangkutan masih berstatus berkeluarga 
dan masih menerima tunjangan istri, serta dalam putusan tersebut juga 
tidak tertera jumlah gaji yang mesti diperoleh. Selain itu, mantan suami 
yang bersangkutan tinggal beberapa bulan status PNS aktif menjadi PNS 
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  Wawancara dengan Pihak Penggugat (istri) dengan putusan No. 134/Pdt.G/2011/PA 
Mks pada tanggal 16 Oktober  2012. 
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Non-aktif (pensiun) berdasarkan usia mantan suami yang pada saat yang 
bersangkutan menggugat cerai berusia 55 tahun. Yang bersangkutan 
mengaku tidak mengerti dengan hal tersebut dan pasrah dengan apa 
yang terjadi.41 
Selain kasus tersebut di atas, juga kasus pada Putusan nomor 
10/Pdt.G/2011/PA Mks, dimana istri mengajukan gugatan cerai karena 
suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun 
batin terhadap istri, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sampai 
menyebabkan pemukulan yang terjadi sebanyak dua kali. Menurut pihak 
penggugat (istri) dalam wawancara dengan beliau mengungkapkan bahwa 
yang bersangkutan tidak mendapat karena yang bersangkutan telah 
menikah kembali. namun sebelum menikah, yang bersangkutan mendapat 
bagian gaji dari mantan suami namun, bukan langsung dari 
bendaharawan gaji melainkan langsung dari mantan suami. Yang 
bersangkutan tidak tahu apakah hal demikian dilakukan oleh mantan 
suaminya karena bentuk hukuman disiplin ataukah merasa bersalah 
dengan tindakan pemukulan yang telah dilakukan mantan suami sehingga 
terjadi perceraian.42 
Dari hasil wawancara tersebut di atas, kasus pada Putusan nomor 
4/Pdt.G/2012/PA Mks, terlihat jelas bahwa pihak instansi tempat mantan 
suami yang bersangkutan bekerja tidak menerapkan PP No. 10 Tahun 
1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan perceraian 
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   Wawancara dengan Pihak Penggugat (istri) dengan putusan No. 4/Pdt.G/2012/PA 
Mks pada tanggal 5 Januari 2013. 
42
  Wawancara dengan Pihak Penggugat (istri) dengan putusan No. 10/Pdt.G/2011/PA 
Mks pada tanggal 8 Januari 2013.  
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bagi PNS, sehingga hak bagian gaji yang bersangkutan tidak terpenuhi. 
Sedangkan kasus pada Putusan nomor 10/Pdt.G/2011/PA Mks, sulit 
ditentukan apakah instansi tempat bekerja mantan suami yang 
bersangkutan PP tersebut diterapkan ataukah tidak. jikapun diterapkan, 
seharusnya Bendaharawan gaji yang langsung memberikan gaji tersebut 
sesuai SE BKN N0. 48 Tahun 1990 Angka Romawi II Nomor 18 bahwa 
Bendaharawan gaji wajib memnyerahkan secara langsung bagian gaji 
yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat 
perceraian, tanpalebih dahulu menunggu pngambilan gaji dari PNS bekas 
suami yang menceraiakan. 
Berdasarkan wawancara dengan pihak instansi salah satunya 
dengan Juru bayar (KASI KEU) yang menangani masalah gaji pada 
Kantor POLRESTABES Makassar mengungkapkan bahwa yang 
bersangkutan baru menjabat selama setahun dan mengaku tidak 
mengetahui adanya aturan mengenai pembagian gaji sebagai akibat 
perceraian. Kalaupun ada mantan istri yang datang untuk meminta hak 
bagian gaji bekas istri pihak instansi berdasarkan pada hasil putusan 
pengadilan yakni apabila dalam putusan disebutkan jumlah maupun 
berapa persen yang mesti di dapatkan bekas istri akan diberikan selama 
gaji si PNS/Polri cukup untuk dibagi. Hal tersebut harus berdasar pada 
Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk 
bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.43 
                                                             
43
  Wawancara dengan Ali Ahmad, Kepala Seksi Keuangan POLRESTABES Makassar 
pada tanggal 11 Januari 2013. 
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Dari hasil wawancara tersebut di atas dipertegas dengan hasil 
wawancara dengan Arif Hamid, selaku Paur Data Keuangan di KASI KEU 
yang menangani langsung gaji pada Kantor POLRESTABES Makassar 
pada tanggal 11 Januari 2013 mengungkapkan bahwa selama dirinya 
menjabat, sudah banyak bahkan jumlahnya mungkin puluhan mantan istri 
yang datang langsung untuk meminta hak gaji bekas istri, hak nafkah 
iddah, dan hak-hak nafkah lainnya namun tidak diberikan karena 
terkadang jumlah yang tertera dalam putusan dari pengadilan yang 
mereka bawa tidak sesuai dengan jumlah gaji PNS/Polri yang diterima 
setiap bulannya. Seperti contoh, Si PNS/Polri yang bergolongan IVa 
dengan masa kerja golongan 16 (enam belas) tahun jumlah gaji pokok Rp. 
3.075.10044 ditambah dengan tunjangan Anak kurang lebih Rp. 150.000 
dan tunjangan-tunjangan lainnya kurang lebih Rp. 500.000, jadi jumlah 
bersih gaji yang diterima yakni Rp. 3.725.100. dengan jumlah gaji bersih 
tersebut belum terhitung potongan-potongan kreditnya yang langsung di 
potong oleh pihak Bank ataupun pihak-pihak tertentu. Dari semua 
PNS/Polri yang gajinya ditangani di Polrestabes makassar lebih banyak 
yang memiliki potongan-potongan dari tukang kredit, sehingga untuk 
memenuhi permintaan para mantan istri tersebut terkadang tidak dipenuhi 
jika tidak sesuai dengan gaji si PNS/Polri dan disarankan untuk 
komunikasi langsung dengan mantan suami yang bersangkutan.45 
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  Dapat dilihat langsung daftar gaji PNS, POLRI, dan TNI-AD pada Lampiran 
45
  Wawancara dengan Arif Hamid, Paur Data Keuangan POLRESTABES Makassar 
pada tanggal 10 Januari 2013. 
69 
Selain wawancara dengan KASI KEU Polrestabes Makassar, 
penulis juga melakukan wawancara dengan Abbas, selaku bendaharawan 
gaji di SD Inpres Bakung II Makassar, yang mengungkapkan bahwa 
bendaharawan tersebut tahu bahwa ada PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 
1990 yang  mengatur tentang pernikahan dan perceraian PNS, namun 
selama menjabat sebagai bendaharawan gaji, tidak pernah mau ikut 
campur dengan permasalahan perceraian apalagi membagi gaji PNS 
kepada mantan istri, meskipun ada putusan dari pengadilan, karena yang 
mereka tahu hanya langsung memberi gaji yang ada dalam daftar gaji 
yang diterima dari Bendahara kecamatan Biringkanaya Makassar ke PNS 
tempatnya bekerja. Kemudian gaji tersebut telah di potong oleh pihak 
bank jika ada pemotongan karena PNS memiliki cicilan ataupun 
sejenisnya. Gaji yang biasanya diberikan merupakan gaji bersih dari 
segala macam iuran dan pemotongan dari bank. Jikapun gajinya harus 
dibagi kepada mantan istri, itu terserah yang bersangkutan. 46 
Dari hasil wawancara dengan instansi yang langsung menangani 
gaji PNS, telah tergambar jelas bahwa tidak semua instansi menjalankan 
hukuman disiplin sesuai  pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 
tentang izin Perkawinan dan Perceraian PNS, salah satunya yakni kantor 
Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. 
Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Dadang 
Kurniawan, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia PT. Taspen Makassar  
mengatakan bahwa pihak PT. Taspen membagi gaji sesuai dengan 
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  Wawancara dengan Abbas, Bendaharawan Gaji SD Inpres Bakung II  Makassar pada 
tanggal 11 Januari 2013. 
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putusan pengadilan. Jika dalam putusan tidak disebutkan bahwa bekas 
istri berhak mendapatkan bagian gaji suami yang PNS, bagian gaji 
tersebut tidak diberikan, namun jika dalam putusan tersebut tertera jumlah 
yang harus dibagi, gaji pun akan dibagi sesuai jumlah tersebut, begitupun 
jika tertera setengah (½ ) gaji ataupun sepertiga (1/3) gaji mantan suami, 
ataukah tertera jumlah nominal yang mesti diberikan kepada mantan istri. 
bagian gaji akan diberikan asalkan hal tersebut jelas tertera dalam 
putusan pengadilan. Seperti pernah terjadi di kantor cabang Tasikmalaya, 
bekas istri datang meminta haknya dengan membawa putusan dari 
pengadilan yang menyebutkan jumlah gaji yang menjadi haknya sebesar 
Rp. 78,000 perbulannya diberikan sampai yang bersangkutan meninggal 
dunia.47 
 
B. Cara Pemenuhan Hak Istri yang Menggugat Cerai Suami yang 
Pegawai Negeri Sipil. 
Surat kepala BKN nomor K.26-30/V.252.2535/99 semakin 
mempertegas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Tentang 
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan 
ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah 
satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah di 
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  Wawancara dengan Dadang Kurniawan, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia PT. 
Taspen Makassar tanggal 4  Januari 2013. 
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rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun pada kenyataannya  hal 
tersebut tidaklah menjadi pertimbangan pihak instansi dalam memutuskan 
perceraian pada Pegawai Negeri Sipil. Terutama mengenai pembagian 
gaji kepada mantan istri sebagai akibat dari perceraian. 
Adapun cara pemenuhan hak bagian gaji bekas istri dari mantan 
suami yang berstatus PNS diatur jelas dalam Surat Edaran Kepala BAKN 
Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 10 
Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pada 
angka 18 dan 19 yakni Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara 
langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya 
sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu 
pengambilan gaji pegawai negeri sipil bekas suami yang telah 
menceraikannya. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi 
haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat 
kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya. 
Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim yang pernah 
menangani kasus perceraian PNS, para hakim tersebut berpendapat yang 
sama bahwa jika istri yang berkehendak untuk bercerai dengan suami 
yang berstatus PNS, maka istri tidak berhak mendapat pembagian gaji 
dari mantan suami yang berstatus PNS. Meskipun telah diatur dalam PP 
10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian PNS tentang hal tersebut namun pihak pengadilan agama 
sudah tidak menjadikan hal tersebut sebagai hukum terapan di 
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Pengadilan Agama. Alasannya karena hubungan hukum antara kedua 
belah pihak  yang telah bercerai sudah berakhir. Pihak istri sudah tidak 
memiliki kewajiban terhadap suami dan sebaliknya sehingga istri tidak ada 
hak lagi terhadap suami dan sebaliknya.  
Dari hasil wawancara tersebut para hakim mengungkapkan bahwa 
jika ingin memenuhi hak mantan istri dari mantan suami PNS, maka hak 
mantan istri dipenuhi dengan adanya pemberian nafkah iddah, mut’ah 
atau harta bersama. Adapun pemberian nafkah iddah dan mut’ah 
diberikan kepada mantan istri harus dengan syarat tertentu yaitu jika 
suami yang berkehendak untuk bercerai, maka istri berhak mendapatkan 
nafkah iddah dan mut’ah kecuali jika istri tergolong istri yang nusyuz. Istri 
yang nusyuz yaitu istri yang membebaskan dirinya dari kurungan suami 
dengan tidak menaatinya, tanpa alasan yang diharuskan syara’ maka 
gugurlah nafkah atasnya. Nusyuz menurut Mahmuddin yaitu istri yang 
durhaka terhadap suami, istri yang membangkang terhadap perintah 
suami. Jika istri yang berkehendak untuk bercerai maka istri tersebut 
tergolong sebagai istri yang nusyuz, maka hak untuk memperoleh nafkah 
dari mantan suami gugur.48 
Dengan demikian hak yang dapat diperoleh oleh istri yang 
menggugat cerai suami yang berstatus PNS yaitu hanyalah pembagian 
harta bersama. Cara untuk memperoleh harta bersama, menurut 
Mahmuddin yakni pada saat istri memasukkan berkas gugatan perceraian 
sebaiknya istri sebagai penggugat memasukkan salah satu point gugatan 
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  Wawancara dengan Mahmuddin, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012. 
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tentang pembagian harta bersama. Jika pada gugatan perceraian 
penggugat tidak memasukkannya, maka penggugat bisa memasukkan 
kembali gugatan yang baru setelah ada putusan perceraian dari hakim 
bahwa gugatan perceraiannya telah dikabulkan. 49 
Lebih lanjut Mahmuddin menambahkan bahwa untuk memenuhi 
hak istri pembagian gaji dari mantan suami yang berstatus PNS maka istri 
sebagai penggugat yang telah menerima putusan dari Pengadilan Agama 
tentang perceraiannya langsung membawa putusan tersebut ke instansi 
tempat mantan suaminya yang berstatus PNS bekerja untuk meminta 
Instansi tersebut memberikan hak bagian gaji dari mantan suaminya. Hal 
tersebut berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983 
Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Romawi III pada 
angka 18 dan 19 yang menegaskan bahwa bendaharawan gaji wajib 
menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri 
dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih 
dahulu menunggu pengambilan gaji bekas suami pegawai negeri sipil 
yang telah menceraikannya.  Bekas istri dapat mengambil bagian gaji 
yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau 
dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.50 
Menurut Mustamin dahlan, terkait pembagian gaji pada cerai gugat 
yang dilayangkan kepada suami yang PNS susah untuk direalisasikan 
karena harus ada daftar gaji dari pihak suami dan kebanyakan jika cerai 
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  Wawancara dengan Mahmuddin, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012.  
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  Wawancara dengan Mahmuddin, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar pada tanggal 15 Oktober 2012. 
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gugat terhadap suami yang berstatus PNS seringkali putus dengan 
verstek. Kalaupun verstek, jika pihak istri dapat membawa daftar gaji dari 
mantan suaminya dapat di proses. Namun untuk sekarang ini pembagian 
gaji tersebut berdasarkan PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 tentang 
izin perkawinan dan perceraian PNS sudah tidak bisa diterapkan karena 
aturan tersebut bukanlah hukum materil di Pengadilan Agama. Pembagian 
gaji pada perceraian PNS terkadang ada yang tidak verstek, namun 
pembagiannya tidak berdasar pada PP tersebut melainkan dari 
kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya, si pria PNS bersedia membagi 
gajinya kepada mantan istri dan anaknya yakni 1/3 untuk mantan istri dan 
1/3 untuk anak.51 
Selain itu, Abbas mengungkapkan bahwa untuk memenuhi hak 
bagian gaji bekas istri dari mantan suami yang PNS apabila istri yang 
menggugat cerai yakni yang bersangkutan bisa penuhi dengan 
melaporkan hal tersebut kepada Kepala Sekolah sebagai pimpinan tempat 
suami yang bersangkutan mengabdi, kemudian Kepala sekolah yang 
selanjutnya melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Olahraga Makassar 
dalam laporan bulanan yang selanjutnya diproses lagi oleh pihak Dinas ke 
Badan Kepegawaian Daerah dan sampai ke Badan Kepegawaian Negara. 
Setelah melalui proses tersebut, pihak yang berwenang menangani hal 
tersebut mengeluarkan kebijakan dan bendaharawan akan membagi gaji 
tersebut sesuai instruksi dari yang berwenang.52 
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Dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang merupakan 
pembahasan skripsi ini : 
1. Istri yang menggugat cerai suami yang berstatus pegawai negeri 
sipil tidak berhak mendapat bagian gaji apabila penyebab 
perceraian tidak sesuai dengan Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 jo PP 
45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai 
Negeri Sipil, yakni istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami 
berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami 
menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, 
dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya, namun yang terjadi istri menggugat dengan 
alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik 
lahir maupun batin terhadap istri yang berupa pemukulan, ada yang 
mendapatkan bagian gaji dan ada yang tidak. Istri yang tidak 
mendapat bagian gaji tersebut karena dalam putusan tidak tertera 
tentang hak bagian gaji dan tidak ada kebijakan dari atasan serta 
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mantan suami yang tidak ingin memberikan bagian gaji tersebut. 
Bahkan peraturan pemerintah tersebut tidak menjadi pertimbangan 
lagi dalam kasus perceraian pegawai negeri sipil, kecuali sebagai 
syarat administratif di Pengadilan Agama, karena peraturan 
pemerintah tersebut bertentangan dengan ketentuan agama Islam 
dan peraturan pemerintah tersebut bukan merupakan hukum 
materil.  
2. Untuk memenuhi hak bagian gaji bekas istri dari mantan suami 
yang berstatus pegawai negeri sipil, yang bersangkutan bisa 
langsung ke bendaharawan gaji dengan membawa putusan dari 
Pengadilan. Putusan yang dimaksud menunjukkan bahwa yang 
bersangkutan berhak mendapat bagian gaji bekas istri dari mantan 
suami yang berstatus pegawai negeri sipil. Jika dalam putusan 
tidak disebutkan, maka yang bersangkutan bisa penuhi dengan 
melaporkan hal tersebut kepada pimpinan tempat mantan 
suaminya mengabdi, kemudian pimpinan tersebutlah yang 
kemudian menindaklanjut laporan tersebut. Setelah melalui proses 
tersebut, pimpinan yang menangani hal tersebut mengeluarkan 
kebijakan dan bendaharawan akan membagi gaji tersebut sesuai 






1. Perlunya pengawasan ketat dari pihak Badan Kepegawaian Negara 
terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo 
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan 
dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terutama pada Pasal 8 yang 
mengatur tentang pembagian gaji sebagai akibat perceraian pada 
masing-masing instansi. Dan Perlu adanya sosialisasi PP tersebut 
kepada seluruh masyarakat Indonesia mengingat  setiap wilayah di 
Indonesia di tempat tugaskan beberapa PNS yang sudah fitrahnya 
berkeluarga agar keluarga PNS juga paham akan PP tersebut 
bukan hanya kepada PNS saja. 
2. PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terkait hak bagian 
gaji bagi mantan istri pasca cerai diubah sesuai dengan 
perkembangan nilai mata uang dan budaya konsumerisme saat ini 
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